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ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di 

Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2Ol8 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660), dipandang perlu untuk menetapkan 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2O19 

tingkat Provinsi Sulawesi Barat; bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Republik lndonesia Nomor 227/PL.O2.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan 

(DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat; 

 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246); Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dan disempurnakan 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 20O8 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2O08 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilitran Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Urnum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 



Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 402).  

 

 

Dalam Keputusan KPU Nomor 25/PL.01.2-Kpt/76/Prov/II/2019 TAHUN 2019 

diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama 

Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 

 

 

CATATAN :  -  Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2019. 

- Lampiran 1 Halaman. 

 


